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Abstrak 

 

Program bantuan sosial (bansos) seringkali menghadapi banyak masalah. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui berbagai penyebab masalah dan alternatif solusinya, terutama dikaitkan dengan tinjauan unsur-

unsur komunikasi yang menyertai implementasi program. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif ini 

menggunakan studi literatur. Data dianalisis untuk menjawab tujuan dan pertanyaan penelitian. Hasil 

penelitian menunjukkan permasalahan implementasi program bansos pada dasarnya karena buruknya 

integrasi dan integritas data, lemahnya sistem pengawasan, adanya korupsi, dan intervensi kepentingan 

politik. Dalam tinjauan unsur komunikasi permasalahan tersebut termasuk kedalam unsur lingkungan (dari 

birokrasi, data, dan sistem yang juga bermasalah). Permasalahan pada unsur ini langsung/tidak langsung 

memicu masalah pada unsur komunikasi lain; komunikator pelayanan bansos, pesan-pesannya, saluran 

komunikasi, komunikan, hingga efeknya. Berdasarkan permasalahan setiap unsur tersebut, masing-masing 

solusinya: digitalisasi prosedur, sinkronisasi data real-time, transparansi, penegakan hukum; meningkatkan 

integritas, etika, pemahaman data pada komunikator pelayanan di lapangan; informasi harus jelas, terbuka, 

persuasif, edukatif mengenai hak serta prosedur bantuan; integrasi kanal digital (aplikasi/medsos) dan 

personal untuk akses informasi dan pengaduan; mendorong masyarakat proaktif dan menindak tegas 

penyalahgunaan bantuan; mengupayakan efek positif pada diri komunikan penerima bansos. Hasil 

penelitian merekomendasikan model strategi komunikasi efektif terkait penyaluran bansos dengan 

memperhatikan setiap unsur komunikasinya. 

 

Kata Kunci: Masalah Bansos, Komunikasi Terkait Bansos, Unsur Komunikasi, Strategi Komunikasi 

Bansos. 

 

Abstract 

Social assistance programs often face problems. The purpose of this study is to identify causes of these 

problems and solutions, primarily related to communication elements that accompany program 

implementation. This qualitative descriptive research uses a literature review. Data are analyzed to answer 

the objectives. The results showed that problems in the social assistance program are essentially due to 

poor data integration and integrity, weak oversight systems, corruption, and political intervention. In the 

communication element, these problems are included in the environmental element (from bureaucracy, 

data, and systems that are also problematic). The problems in this element trigger problems in other 

communication components, which are: the communicators, messages, channels, receivers, and effects. Its 

each solution: digitalization procedures, real-time data synchronization, transparency, law enforcement; 

improving integrity, ethics, and data understanding of service communicators in the field; information must 

be clear, open, persuasive, and educational regarding rights and assistance procedures; integration of 

digital channels and personal channels; encourage a proactive public and take firm action against laws; 

strive for a positive impact on social assistance recipients. The research recommends a communication 

strategy model for social assistance distribution, taking into account each element of communication. 

 

Keywords: Social Assistance Problems, Communication Related To Social Assistance, Elements of 

Communication, Social Assistance Communication Strategies. 
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PENDAHULUAN 

Permasalahan terkait program penyaluran bantuan sosial (bansos) sering terjadi. Pengertian bansos 

menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Penyaluran Bansos di Lingkungan Kemensos, pada Pasal 1 ayat 1 yaitu bantuan berupa uang, barang, atau 

jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap 

risiko sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa belanja bansos bertujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya 

risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Dalam mengimplementasikannya pasti 

menyertakan proses komunikasi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang menyertainya. 

Masalah terkait implementasi program bansos terutama ketidakmerataan penyaluran, lambannya 

pendistribusian, pungutan liar, penyelewengan dana, pemotongan jumlah nominal dan sumber daya yang 

diterima, bahkan terjadinya politisasi bansos (Noerkaisar, 2021). Selain itu masalah verifikasi data dan 

penerima bansos tidak termasuk kategori tidak sejahtera (Joharsoyo, 2024). Menurut data dari Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Sekda Pemkab Tegal, 2023), dari awal 2021 hingga awal 2023, negara 

mengalami kerugian hingga Rp. 523 miliar per bulan akibat permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima 

bansos.  

Permasalahan implementasi program bansos tidak bisa dibebankan pada satu kementerian, melainkan perlu 

melibatkan pihak lain. Meskipun demikian Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) 

termasuk yang memegang otoritas dalam penyusunan dan implementasi regulasi di sektor kesejahteraan 

masyarakat termasuk bansos, pihaknya menunjukkan sinergi institusi lain dan dengan pemerintah daerah, 

organisasi non-pemerintah, serta unsur masyarakat lokal dalam mewujudkan efektivitas program ini.  

Komunikasi memegang peranan krusial dalam efektivitas penyaluran bansos kepada masyarakat (Salsabila 

et al., 2024). Dalam konteks komunikasi pembangunan seperti halnya komunikasi pada program bansos, 

komunikasi bukan sekadar alat diseminasi informasi, melainkan penggerak perubahan sosial dan partisipasi 

masyarakat. Menurut Quebral seperti dikutip Nasution (2002), komunikasi pembangunan adalah 

komunikasi untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara, dalam hal ini termasuk pada 

implementasi program bansos. 

Permasalahan penyaluran bansos perlu diatasi, salah satunya melibatkan studi ilmu komunikasi. 

Pendekatan ini relevan karena pelaksanaan bansos di lapangan sangat bergantung pada aktivitas komunikasi 

yang efektif (Ali & Leonardi, 2022; Cangara, 2011; Purnia et al., 2019; Puspitasari et al., 2022; Salsabila 

et al., 2024); Sosial, 2015; Masannang et al., 2023). Berbagai literatur menyebutkan, unsur dalam 

komunikasi setidaknya; komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Ada unsur lingkungan yang 

tidak terlepas dari suatu peristiwa komunikasi. Seiler & Beall (2011) menempatkan lingkungan sebagai 

unsur pertama sekaligus turut menentukan unsur-unsur lainya.  

1. Lingkungan (environment) atau konteks menurut De Vito (dalam Hariyanto (2021)) antara lain 

terdiri dari dimensi fisik, sosial-psikologis, waktu. Konteks situasional termasuk ke dalam unsur 

lingkungan seperti historis,  norma sosiokultural, dan kejadian/peristiwa kontemporer (Sumirat & 

Suryana, 2017). Lingkungan merupakan unsur pertama dalam komunikasi karena komunikasi tidak 

terjadi di ruang hampa. Komunikasi selalu berada dalam lingkungan yang mempengaruhi unsur 

lainnya (Seiler & Beall, 2011). 

2. Komunikator (communicator) adalah individu, orang atau pihak (institusi, lembaga, kelompok) 

yang memproduksi dan atau menyampaikan berbagai pesan.  

3. Pesan (mesagges) adalah isi pernyataan yang disampaikan komunikator. Bentuk pesan dapat 

berupa verbal (bahasa lisan dan bahasa tulisan) dan nonverbal (gerak tubuh, gambar, warna, dan 

lain-lain). Isi pesan dapat dikemas sedemikian rupa sesuai tujuan dari penyampaian pesannya.  

4. Media/saluran (channels) yaitu penghantar pesan sehingga pesan sampai/diterima/diakses oleh 

sasaran penerima pesan. 

5. Komunikan (communicant) yaitu sasaran atau penerima pesan.  

6. Efek (effect) yaitu dampak yang terjadi/muncul pada diri komunikan. 

 
Gambar 1. Keterkaitan unsur-unsur dalam komunikasi 
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Unsur-unsur komunikasi dalam kegiatan penyaluran bansos merupakan satu kesatuan. Keberhasilan, 

kegagalan atau permasalahan dalam penyaluran bansos sangat terkait unsur-unsur komunikasi tersebut (Ali 

& Leonardi, 2023; Anisti et al., 2022; Nurhidayah & Sutarjo, 2023; Putong & Wahyudi, 2022; Sembiring 

et al., 2020; Suprapto, 2015; Winarta, 2020).  

Penelitian terkait komunikasi berkenaan penyaluran bansos telah dilakukan (Damanik et al., 2022; Jayus et 

al., 2022; Masannang et al., 2023; Pratiwi, 2023). Meskipun demikian, tidak satu pun penelitian terdahulu 

yang memfokuskan pada kriteria tertentu pada setiap unsur komunikasi secara lebih komprehensif. Begitu 

pula penelitian lain yang secara tidak langsung berkenaan dengan komunikasi penyaluran bansos (Ainayah 

& Dewi, 2022;  Ali & Leonardi, 2022;  Alfedo et al., 2022; Gemiharto & Juningsih, 2021; Junanda et al., 

2020; Prasmita & Utama, 2020;  Pratama et al., 2022; Purnia et al., 2019;  Putri et al., 2021; Rizti et al. 

2025;  Suprapto et al. 2024; Triyono & Kartika, 2022). Penelitian mereka diantaranya menekankan 

penggunaan aplikasi online (Purnia et al 2019), kebijakan bansos (Gemiharto & Juningsih 2021), niat baik 

bansos (Ali & Leonardi 2022), penyaluran bansos (Jayus et al 2022), pelaksanaan PKH (Indriani & Fadhlain 

2022), penggunaan medianya (Damanik et al 2022), pemanfaatan aplikasi (Nurhidayah & Sutarjo 2023), 

program lanjut usia terlantar (Pratiwi & Laksana 2023), penjadwalan pertemuan kelompok (Masannang et 

al 2023), penggunaan suatu metode dalam distribusi bansos (Suprapto et al 2024), metode turun lapangan 

dalam bansos (Rizti et al 2025), efektivitas dan pengaruh bansos (Prasmita & Utama, 2020), sistem 

informasi bansos (Junanda et al., 2020), sistem informasi pencegahan korupsi bansos (Alfedo et al., 2022), 

evaluasi pelaksaan program bansos (Putri et al., 2021), sosialisasi penyaluran bansos (Pratama et al., 2022), 

dan strategi optimalisasi bansos (Triyono & Kartika, 2022).  

Perhatian utama semua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada 

upaya mengatasi permasalahan penyaluran bansos berdasarkan pendekatan unsur-unsur komunikasinya. 

Pendekatan komprehensif pada unsur-unsur komunikasi ini penting dilakukan karena peristiwa komunikasi 

yang menyertai penyaluran bansos merupakan komunikasi berdimensi proses atau sistem sehingga masing-

masing unsurnya satu sama lain saling terkait dan tidak terpisahkan (Cangara, 2011). Dengan demikian, 

pendekatan parsial pada unsur komunikasi tertentu tidak bisa memecahkan masalah penyaluran bansos 

selama ini. Apalagi upaya mengatasi permasalahan melalui pendekatan unsur-unsur komunikasi pada 

dasarnya mengarah pada mewujudkan efektivitas komunikasi (Hardjana, 2000), termasuk yang menyertai 

program bansos. Berdasarkan celah kekosongan penelitian dan banyaknya permasalahan yang dimaksud, 

penelitian ini dilakukan. Rumusan masalahnya; 1) Bagaimana permasalahan dalam implementasi program 

bansos dan alternatif solusinya? 2) Bagaimana permasalahan penyaluran bansos berdasarkan unsur-unsur 

komunikasi dan solusinya? 3) Bagaimana strategi komunikasi dalam penyaluran bansos yang efektif? 

METODE  

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan studi literatur (Hadi, 2000). Studi literatur ditempuh 

dengan membaca dan menganalisis sumber data yang relevan sesuai keperluan peneltian (Arikunto, 2010). 

Data bersumber dari berbagai artikel yang diperoleh melalui mesin pencari Google Scholar, Directory of 

Open Access Journals (DOAJ), dan juga Google untuk menemukan laporan/data lain yang relevan dari 

website resmi dan portal berita online. Kata-kata kunci yang digunakan untuk mendapatkan data dari mesin 

pencarian tersebut yaitu “p  y       b     ”, “      h b     ”, “permasalahan penyaluran b     ”, 

“                 p  y       b     ”. Data yang terkumpul direduksi dengan memilih, mengelompokan, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting dan relevan dengan konteks penelitian. Kriteria lain, data tersebut 

dirilis dalam rentang waktu selama lima tahun terakhir (2020-2025). Hasil reduksi data disajikan lalu 

diverifikasi dan disimpulkan sesuai data pendukung (Sugiyono, 2018). Data yang disajikan menjawab rumusan 

masalah penelitian secara sistematis. Setelah itu melakukan verifikasi terhadap data yang didukung data lain sebelum 

akhirnya ditarik sebuah kesimpulan akhir. 

Upaya untuk menentukan solusi atas permasalahan yang dianalisis, penelitian ini menggunakan Root Cause Analysis 

(Analisis Akar Penyebab). Menurut Andersen & Fagerhaug (2006), Root Cause Analysis adalah 

penyelidikan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan tindakan untuk mengatasinya sesuai konteks 

masalahnya itu. Peneliti menggunakan pendekatan unsur-unsur komunikasi Seiler & Beall (2011) yang 

menempatkan unsur lingkungan sebagai unsur pertama proses komunikasi. Berdasarkan pemahaman 

analisis akar penyebab masalah, peneliti mengidentifikasi penyebab masalah dari proses penyaluran bansos 

berdasarkan unsur-unsur komunikasinya, terutama diawali dari mengidentifikasi unsur lingkungan, yang 

kemudian mengindentifikasi tindakan atau cara untuk mengatasinya sesuai konteks masalahannya itu. 

Penulis kemudian menyertakan konsep strategi komunikasi menurut Midleton (Cangara, 2013) dalam 

menghasilkan suatu model strategi komunikasi yang dianggap efektif dalam penyaluran program bansos.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Permasalahan dalam Implementasi Program Bansos dan Alternatif Solusinya 

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber data yang dihimpun (2020-2025) dapat disimpulkan 

bahwa beragam permasalahan terkait implementasi program bansos meliputi seperti tampak pada Tabel 1. 

Tabel 1. Identifikasi permasalahan dalam implementasi program bansos dan sumber kutipan 

No Identifikasi Permasalahan Sumber Kutipan 

1 Proses seleksi/pendaftaraan calon 

penerima bansos yang 

dianggap/potensial tidak transparan 

(Hutasoit et al., 2025; Ombudsman.go.id, 2024; Putong & 

Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021; Suprapto; et al., 2024). 

2 Data calon penerima bansos yang tidak 

akurat, tumpang tindih dan atau tidak 

diperbarui 

(Ali & Leonardi, 2022; Dwiarto, 2023; Fikrillah et al., 

2023; Humas, 2023; Joharsoyo, 2024; Latif & Pangestu, 

2022; Novrizaldi, 2021; Oley,2020; Rachman, 2023;  

Republika, 2021; Rizti et al., 2025;  Rosanti et al., 2022; 

Salsabila et al., 2024; Sembiring et al., 2020) 

3 Data distribusi penerima bansos dan 

pendistribusiannya yang tidak 

transparan, tidak tepat sasaran dan atau 

bermasala 

(Ariansyah et al., 2025; Fikrillah et al., 2023; Humas, 

2023) http://dpr.go.id, 2023; (Junanda et al., 2020) Latif & 

Pangestu, 2022; Oley,2020; Ombudsman.go.id, 2024; 

Putong & Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021; Rachman, 

2023; Rizti et al., 2025; Sembiring et al., 2020; Suprapto; 

et al., 2024; Wahyuni, 2021; Wicaksono et al 2022). 

4 Kurang/tidak optimalnya saluran 

komunikasi/akses informasi yang 

tersedia 

(Ariansyah et al., 2025; Republika, 2021; Tafanao & 

Ratnawati, 2025; Wicaksono et al 2022). 

 

5 Ketidakjelasan dalam berbagai 

informasi lain terkait dengan bansos 

yang perlu diketahui warga 

(Ariansyah et al., 2025; Ombudsman.go.id, 2024;  Putong 

& Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021; Rizti et al., 2025; 

Wicaksono et al 2022). 

6 Politisasi bansos terutama untuk 

kepentingan politik praktis 

(Abidin et al., 2025; Halim, 2021; Noerkaisar, 2021; 

Salsabila et al., 2024; Syahadat et al., 2024; Wibowo, 

2024) 

7 Lemahnya koordinasi antar berbagai 

pihak/institusi yang berwenang dan 

kurangnya pengawasan/kontrol 

(Ariansyah et al., 2025; Latif & Pangestu, 2022; 

Republika, 2021; Wahyuni, 2021). 

 

8 Potensi praktik korupsi, kolusi, dan 

atau nepotisme (KKN) yang mewarnai 

implementasi program bansos dan 

masih lemahnya penegakan 

hukum/bagi pihak yang melanggar 

hukum 

(Alfedo et al., 2022; Betresia et al., 2021; Latif & 

Pangestu, 2022; http://dpr.go.id, 2023; Junanda et al., 

2020; Kumalasari, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Salsabila 

et al., 2024; Septo, 2025; Syahadat et al., 2024).  

 

9 Penerima bansos orang yang tidak 

berhak, penerima bansos melakukan 

pelanggaran tertentu, calon penerima 

bansos tidak proaktif untuk 

mendapatkan haknya. 

(Humas, 2023; Rachman, 2023; Rizti et al., 2025; Ruhyana 

& Ferdiansyah, 2020; Sembiring et al., 2020; Simorangkir, 

2025). 

 

Berdasarkan analisis terhadap identifikasi permasalahan sebagaimana tertera pada Tabel 1, berbagai 

permasalahan terkait implementasi program bansos pada dasarnya menyangkut buruknya integrasi dan atau 

transparansi data (terutama merujuk data nomor 1, 2, 3, 5, 9), lemahnya sistem pengawasan (terutama data 

nomor 1 sampai 9), serta adanya intervensi kepentingan politik dan praktik korupsi (terutama nomor 1,8). 

Permasalahan paling sering/banyak terjadi yaitu: data yang tidak akurat dan tidak transparan (29,0%), 

praktik KKN dengan beragam modusnya (22,6%); distribusi bansos tidak tepat sasaran (16,1%); masalah 

komunikasi dan akses informasi (12,9%); proses seleksi yang rumit dan alur pendaftaran yang memakan 

waktu (9,7%); lemahnya koordinasi dan pengawasan antar lembaga (pusat dan daerah) (3,2%); masalah 

pada diri individu warga/penerima bansos (6,5%). Beberapa solusi untuk mengatasinya secara umum: 

pembenahan tata kelola dan transparansi informasi termasuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif 

(Nasution et al., 2022); perbaikan prosedur dan koordinasi, termasuk pemutakhiran data penerima bansos 

secara rutin (Ariansyah et al., 2025); penguatan SDM dan pemberdayaan ekonomi warga yang tergolong 

kurang/tidak mampu, termasuk melalui pengembangan UMKM (Ariansyah et al., 2025); dan  pengawasan 

dan penegakan hukum yang adil bagi setiap pelaku terkait program penyaluran bansos (Ariansyah et al., 

2025). 
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Permasalahan Penyaluran Bansos Berdasarkan Unsur Komunikasi dan Solusinya 

Permasalahan pada Unsur Lingkungan dan Alternatif Solusinya 

Permasalahan program bansos, dalam tinjauan unsur komunikasi termasuk sebagai unsur 

lingkungan (Sumirat & Suryana, 2017) yang menyertai implementasi program. Unsur lingkungan yang 

dimaksud: proses seleksi/pendaftaraan calon penerima bansos yang masih tidak transparan; adanya data 

calon penerima bansos yang tidak akurat, tumpang tindih dan atau tidak diperbarui; data distribusi penerima 

bansos dan pendistribusiannya masih ada yang tidak transparan, tidak tepat sasaran atau bermasalah; 

kurang/tidak optimalnya saluran komunikasi/akses informasi yang tersedia; kurang/ketidakjelasan dalam 

berbagai informasi lain terkait dengan bansos yang perlu diketahui warga; masih adanya warga/calon 

penerima bansos yang kurang/tidak proaktif dan melakukan pelanggaran tertentu; lemahnya koordinasi 

antar berbagai pihak/institusi yang berwenang dan kurangnya pengawasan/kontrol; potensi praktik KKN 

dan intervensi politik praktis dan masih lemahnya penegakan hukum/bagi yang melanggar aturan.  

Semua unsur lingkungan ini, dalam kajian komunikasi mencakup unsur lingkungan fisik dan teknis, 

lingkungan sosio-politik, organisasional, psikologis dan perilaku  (Sumirat & Suryana, 2017). Lingkungan 

fisik dan teknisnya terutama infrastruktur data mengalami masalah (Ali & Leonardi, 2022; Dwiarto, 2023; 

Fikrillah et al., 2023; Humas, 2023; Joharsoyo, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Novrizaldi, 2021; Oley,2020; 

Rachman, 2023;  Republika, 2021; Rizti et al., 2025;  Rosanti et al., 2022; Salsabila et al., 2024; Sembiring 

et al., 2020) sehingga terjadi distorsi informasi antara data di atas kertas dengan realitas kemiskinan di 

lapangan. Lingkungan sosio-politiknya disusupi kepentingan politik dan perilaku koruptif (Abidin et al., 

2025; Alfedo et al., 2022; Betresia et al., 2021; Halim, 2021; http://dpr.go.id, 2023; Junanda et al., 2020; 

Kumalasari, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Noerkaisar, 2021; Salsabila et al., 2024; Septo, 2025; Syahadat 

et al., 2024) sehingga merusak kredibilitas pelaku komunikasi di level tertentu dan pesan-pesannya. 

Lingkungan organisasioalnya terkait lemahnya koordinasi antar-institusi dan kurangnya pengawasan 

(Ariansyah et al., 2025; Latif & Pangestu, 2022; Republika, 2021; Wahyuni, 2021) sehingga menimbulkan 

ketidakjelasan informasi dan potensi penyimpangan lain. Lingkungan psikologis dan perilaku termasuk 

yang ditunjukan sebagian warga adalah respons dari ketertutupan akses informasi atau informasi yang tidak 

transparan (Ariansyah et al., 2025; Ombudsman.go.id, 2024;  Putong & Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021; 

Rizti et al., 2025; Wicaksono et al 2022). Dalam tinjauan lingkungan komunikasi, perilaku ini bukan hanya 

kesalahan individu, melainkan kegagalan sistem dalam menciptakan lingkungan informasi yang inklusif 

dan jelas. 

Alternatif solusi terkait beragam masalah tersebut diantaranya; mendorong masyarakat miskin untuk 

proaktif dalam mengajukan diri sebagai penerima bansos (Ruhyana & Ferdiansyah, 2020), perlunya proses 

seleksi yang terbuka tutup dan secara digital (Suprapto; et al., 2024), penyederhanaan alur pendaftaran yang 

dinilai rumit dan berlarut-larut (Ombudsman.go.id, 2024; Republika, 2021), transparansi kriteria kelayakan 

calon penerima bansos dan dipahami warga (Putri et al., 2021), dan pentingnya penegakan hukum bagi 

yang melanggar (Simorangkir, 2025). Selain itu juga perlunya sinkronisasi data termasuk secara real-time 

(Sembiring et al., 2020) yang melibatkan Disdukcapil (Novrizaldi, 2021). Pemerintah daerah (pemda) juga 

harus melakukan pemutakhiran data secara berkala (Dwiarto, 2023), menyediakan dukungan anggarannya 

(Dwiarto, 2023;  Republika, 2021), serta menggunakan sistem pendukung keputusan otomatis untuk 

menghindari kesalahan input manual oleh petugas (Suprapto; et al ., 2024). 

Guna menghindari penyaluran bansos kepada pihak yang tidak berhak (seperti PNS, Kepala Desa, atau 

warga yang sudah sejahtera) (Ombudsman.go.id, 2024), perlu diterapkan mekanisme pelabelan rumah 

penerima bantuan sebagai bentuk kontrol sosial (Ruhyana & Ferdiansyah, 2020). Pengarsipan data 

penyaluran dari tingkat kecamatan hingga masyarakat harus diperbaiki agar jejak distribusi dapat ditelusuri 

secara jelas (Junanda et al., 2020). Diperlukan salah satunya perancangan Sistem Informasi Bansos Tracer 

(Si BANTER) sebagai alat bagi masyarakat untuk melacak dan memperoleh informasi terkini mengenai 

proses penyaluran bansos (Wicaksono et al 2022). 

Terkait minimnya akses informasi jadwal dan tata cara penyaluran bansos (Wicaksono et al 2022) dapat 

diatasi dengan: sosialisasi masif melalui berbagai media yang mudah dijangkau masyarakat hingga wilayah 

3T (Republika, 2021); perbaikan teknis pada aplikasi layanan (seperti aplikasi Cek Bansos) agar proses 

registrasi dan login tidak menyulitkan pengguna (Tafanao & Ratnawat, 2025); dan optimalisasi dan 

publikasi unit pengelolaan pengaduan Kemensos agar masyarakat tahu ke mana harus melapor jika terjadi 

kendala (Putri et al., 2021; Republika, 2021). 

Lemahnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perangkat desa harus diperbaiki melalui penguatan 

koordinasi lintas sektor  (Wahyuni, 2021). Pengawasan ketat diperlukan untuk menutup celah manipulasi 

oleh pihak ketiga atau oknum birokrasi di berbagai level (Wahyuni, 2021). Mekanisme pemantauan yang 
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ketat harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari penetapan alokasi dana hingga bantuan diterima oleh 

warga (Ariansyah et al., 2025; Latif & Pangestu, 2022; Wahyuni, 2021). 

Perihal penegakan hukum dan pencegahan KKN terkait bansos, perlu solusi yang mendesak bagi semua 

aktor yang terlibat tanpa pandang bulu (Alfedo et al., 2022; Ariansyah et al., 2025; Septo, 2025). Selain itu 

pemisahan tegas antara bantuan sosial dengan kepentingan politik praktis guna mencegah diskriminasi 

dalam penyaluran (Salsabila et al., 2024), serta penguatan etika profesi bagi petugas lapangan dan aparatur 

penegak hukum  (Betresia et al., 2021; Latif & Pangestu, 2022). 

Uraian mengenai berbagai alternatif solusi diatas pada dasarnya diarahkan diarahkan untuk mewujudkan 

unsur lingkungan dari birokrasi, budaya kerja, dan atau manajemen yang berorientasi pada; transformasi 

digital dan prosedur, akurasi dan sinkronisasi data, transparansi dan kontrol sosial, dan pengawasan dan 

p         h     y      c       c                 p    p  b h     “   p     p                    ”. 

Permasalahan pada unsur lingkungan tersebut merupakan unsur utama yang langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi unsur-unsur komunikasi lain (Seiler & Beall, 2011); komunikator, pesan, media, 

komunikan, dan efeknya. Itulah sebabnya permasalahan pada unsur lingkungan harus segera diatasi 

sebelum unsur-unsur lainnya. Hal ini dapat dipahami karena unsur lingkungan lebih menyentuh pada aspek 

permasalahan sistem, birokrasi, manajemen, dan atau penyalahgunaan kewenangan yang dijalankan oleh 

pihak-pihak di level yang lebih tinggi. Semua itu berpengaruh pada tataran implementasi penyaluran bansos 

hingga ke level bawah sehingga pengawasan sekaligus penegakan hukum harus dilakukan (Alfedo et al., 

2022; Ariansyah et al., 2025; Betresia et al., 2021; http://dpr.go.id, 2023; Junanda et al., 2020; Kumalasari, 

2024; Latif & Pangestu, 2022; Republika, 2021; Salsabila et al., 2024; Septo, 2025; Syahadat et al., 2024; 

Wahyuni, 2021).  

Permasalahan pada Unsur Komunikator dan Alternatif Solusinya 

Komunikator pelayanan bansos yang berinteraksi langsung dengan warga melibatkan berbagai 

pihak dari level atau lembaga yang berbeda bahkan diantaranya warga yang mungkin tidak mewakili 

lembaga apapun. Secara umum mereka adalah: staf/pejabat desa dan atau kelurahan yang mengurus 

administrasi warga (Purnia et al. 2019); petugas lapangan yang menerima dokumen pengajuan (SKTM, 

KTP, KK) untuk program PKH/BPNT; petugas yang melakukan pengecekan kebenaran data calon 

penerima di lapangan; staf/petugas dari PT Pos Indonesia dan bank-bank milik negara (terkait distribusi 

BLT); atas nama kelompok/organisasi dari masyarakat bawah yang membantu penyaluran produk bansos; 

warga perorangan yang membantu proses penyaluran di lingkungan secara sukarela (Purnia et al., 2019). 

Permasalahan pada unsur komunikator pelayanan bansos turut ditentukan unsur lingkungannya (Seiler & 

Beall, 2011). Hal ini langsung atau tidak langsung berdampak potensi ketidaktahuan, kekurangpahaman 

dan ketidakterbukaan informasi yang ditunjukan komunikator pelayanan seperti teridentifikasi dari 

sebagian hasil analisis data pada Tabel 1 (Hutasoit et al., 2025; Ombudsman.go.id, 2024; Putong & 

Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021; Suprapto; et al., 2024). 

Sesuai permasalahannya itu maka solusi yang dapat dilakukan; pertama, terlebih dahulu menyelesaikan 

masalah pada unsur-unsur lingkungannya, kedua, para komunikator tersebut dibekali/membekali dengan 

pengetahuan/keterampilan, yang sesuai konteks masalahnya yaitu; pemahaman proses pendaftaraan calon 

penerima bansos secara benar; data calon penerima bansos yang akurat/diperbarui; data distribusi bansos 

dan jadwalnya; pengetahuan saluran komunikasi/akses informasi yang tersedia dan cara menggunakannya; 

pengetahuan potensi adanya warga/calon penerima bansos yang kurang/tidak proaktif serta melakukan 

pelanggaran dan cara menyikapinya; pentingnya koordinasi dengan pihak tertentu sesuai tugasnya; 

pengetahuan potensi terjadinya praktik KKN di lapangan dan cara menyikapinya secara tepat; pentingnya 

etika dan integritas dalam melaksanakan tugas. 

Tidak setiap komunikator harus dibekali/membekali diri dengan semua itu, tetapi menyesuaikan dengan 

kewenangan atau perannya sebagaimana telah dijelaskan. Update pengetahuan dan atau keterampilan 

tambahan mungkin perlu dimiliki oleh para komunikator pelayanan tertentu sesuai dengan kewenangannya. 

Permasalahan pada Unsur Pesan dan Alternatif Solusinya 

Beragam masalah pada unsur lingkungan dan komunikator tadi, langsung tidak langsung, berpotensi 

memunculkan permasalahan pada unsur pesan-pesan yang disampaikan komunitator pelayanan seperti 

informasi kurang jelas, tidak transparan, tidak lengkap dan yang lain. Hal ini teridentifikasi dari sebagian 

analisis data pada Tabel 1 (Ali & Leonardi, 2022; Dwiarto, 2023; Fikrillah et al., 2023; Humas, 2023; 

Joharsoyo, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Novrizaldi, 2021; Oley,2020; Rachman, 2023;  Republika, 2021; 

Rizti et al., 2025;  Rosanti et al., 2022; Salsabila et al., 2024; Sembiring et al., 2020). Dengan demikian, 
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berdasarkan permasalahannya itu maka solusinya agar pesan-pesan yang disampaikan merujuk pada 

pengetahuan, data, dan atau dokumen penunjang, setidaknya terkait; prosedur pendaftaran bansos yang 

benar; sosialisasi, edukasi dan atau persuasi secara optimal mengenai perlunya peran aktif masyarakat 

miskin untuk mengajukan diri sebagai penerima bansos; mekanisme distribusi bansos termasuk di wilayah 

3T (terluar, terpencil, tertinggal); data calon penerima bansos yang akurat; informasi jadwal 

pendistribusiannya secara terbuka; keberadaan saluran komunikasi dan akses informasi yang tersedia dan 

cara mengaksesnya; hak dan atau tindakan yang harus dan tidak boleh ditunjukan; pentingnya etika, 

integritas dan ketaatan terhadap aturan; mewaspadai potensi penipuan dari orang yang tidak 

bertanggungjawab terhadap calon penerima bansos (Hukum, 2025). 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya bagaimana pesan-pesan disampaikan secara tepat. Pesan-pesan yang 

disampaikan terkait program bansos dapat/harus berupa; sosialisasi dan atau penyampaian informasi secara 

terbuka (keterbukaan informasi), mengedukasi, dan mempersuasi (Gusrienti, 2025; Salsabila et al., 2024; 

Wirmanda et al., 2019).  

Tidak setiap pesan-pesan/informasi tersebut harus disampaikan/dimiliki setiap komunikator pelayanan di 

lapangan, tetapi menyesuaikan dengan kewenangan, tugas, atau peran masing-masing dan situasi yang 

dihadapi saat berinteraksi dengan warga. Namun, sosialisasi bansos yang baik dan transparan harus terus 

dilakukan (Ali & Leonardi (2023; Putong & Wahyudi 2022). Keakuratan informasi dan ketepatan waktu 

penyampaian informasi juga termasuk penting karena sangat mendukung keberhasilan dan keefektifan 

suatu program (Mustafa et al., 2020) termasuk bansos. Dengan demikian, berbagai noises (gangguan) pun 

harus diatasi atau dihindari.  

Secara lebih spesifik, noise dipahami sebagai segala sesuatu yang mendistorsi dan atau mengaburkan 

pesan/informasi (Devito 2018) karena berpotensi menyebabkan permasalahan tertentu dalam penyaluran 

bansos. Di antara contoh noise lainnya yaitu memanfaatkan salah pengertian antara pengertian standar 

kemiskinan menurut pemerintah dengan persepsi subjektif masyarakat atau perangkat desa (Kemensos 

2021), munculnya maladministrasi dalam penyaluran bansos (Ombudsman, 2020), terjadinya korupsi 

karena ketidakjelasan informasi mengenai bansos (Dewi. et al 2025) dan memanfaatkan kebingungan 

masyarakat mengenai kriteria penerima bansos (Yuntho 2011).  Berbagai noises ini dapat diatasi, termasuk 

melalui sosialisasi yang terbuka, komprehensif, transparan, dan atau terbukanya akses komunikasi dua arah 

antara pihak warga penerima bansos dengan penyedia/penyelenggara/pelayanan bansos. 

Permasalahan pada Unsur Media/Saluran Komunikasi dan Alternatif Solusinya  

Permasalahan pada unsur lingkungan dan pesan, serta hasil analisis terhadap sebagian data dari 

Tabel 1 mengungkap permasalahan terkait dengan media atau saluran komunikasi dalam implementasi 

program bansos di lapangan. Hal ini ditandai adanya pesan yang diterima warga calon penerima bansos 

yang kurang dipahami, kurang lengkap, atau kurang jelas, dan atau tidak bisa diakses. Misalnya sulitnya 

penggunaan aplikasi karena menyangkut teknis tertentu, kurang memadainya informasi yang disajikan di 

akun-akun media sosial dan situs resmi yang disediakan. 

Penyediaan berbagai aplikasi yang optimal, akun-akun media sosial, website resmi seperti telah disinggung 

tidak serta merta dapat sepenuhnya mengatasi semua permasalahan ini (Junanda et al., 2020; Tafanao & 

Ratnawat, 2025; Wicaksono et al 2022). Namun demikian keberadaannya tetap bermanfaat jika dapat 

berfungsi dengan baik dan digunakan secara optimal. Begitu pula penyediaan  hotline atau Command 

Center 021-171, misalnya, yang beroperasi 24 jam sehingga usul dan sanggah penerima bansos bisa 

dilakukan langsung tanpa harus menunggu kedatangan petugas pendataan (Trianto, 2025).  

Saluran komunikasi secara face to face dan atau interpersonal communication antara komunikator 

pelayanan bansos dengan warga juga harus menjadi perhatian. Sebut saja diantaranya aplikasi WhatsApp, 

catatan tangan, atau brosur dalam situasi/konteks tertentu mungkin diperlukan. Tujuannya memperjelas 

informasi sehingga berbagai pesan mengenai program bansos dapat dipahami lebih lebih baik, lebih 

lengkap, dan atau lebih jelas. Prinsipnya integrasi beragam saluran komunikasi menjadi kunci dalam 

mengoptimalkan manajemen data serta efisiensi komunikasi selama proses penyaluran berlangsung 

(Gusrienti, 2025). 

Berdasarkan uraian di atas, alternatif solusi atas masalah ini, mengarahkan pada pemahaman pentingnya 

memastikan dua saluran utama untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan serta kelengkapan 

informasi. Pertama, saluran mandiri (massal) dengan mengoptimalkan aplikasi khusus, media sosial, dan 

situs resmi agar warga dapat mengecek status bantuan secara mandiri serta mengajukan usulan atau 

sanggahan tanpa menunggu petugas. Kedua, saluran personal (tatap muka) yaitu menggunakan WhatsApp 

untuk komunikasi langsung, media cetak untuk panduan yang mudah dibaca, serta catatan manual untuk 
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memperjelas instruksi teknis di lapangan secara spontan. Keberadaan saluran komunikasi dan akses 

informasi tersebut bertujuan mempermudah penyampaian informasi dan transparansi. Evaluasi perlu 

dilakukan terkait keberadaannya saat ini dikaitkan dengan efektivitasnya. 

Permasalahan pada Unsur Komunikan dan Alternatif Solusinya 

Di antara permasalahan pada komunikan penerima bansos yaitu; menerima bansos padahal tidak 

berhak, calon penerima bansos tidak proaktif untuk mendapatkan haknya, kurangnya pengetahuan dan atau 

pemahaman tertentu terkait dengan bansos, penerima bansos melakukan pelanggaran tertentu seperti 

tampak dari sebagian hasil analisis data pada Tabel 1 (Humas, 2023; Rachman, 2023; Rizti et al., 2025; 

Ruhyana & Ferdiansyah, 2020; Sembiring et al., 2020; Simorangkir, 2025).  

Permasalahan pada komunikan penerima bansos ini harus diatasi oleh berbagai pihak sesuai konteks 

masalahnya. Bagi komunikator petugas pelayanan bansos, sebisa mungkin harus tetap menunjukan etika 

integritas. Dengan demikian mereka bisa tegas dalam menyikapi komunikan penerima bansos yang 

menyalahi aturan. 

Permasalahan pada Unsur Efek dan Alternatif Solusinya 

Penyaluran bansos bermasalah menimbulkan dampak seperti: perlakuan tidak adil di antara warga, 

penyalahgunaan wewenang, perdebatan dalam penetapan penerima, dan merosotnya keyakinan masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah (Ariansyah et al., 2025). Dampak tersebut pada akhirnya menimbulkan efek 

negatif seperti keresahan pada diri warga (Purnia et al., 2019), kecewa (Triyono & Kartika, 2022) hingga 

marah karena hak-haknya terampas dan atau tidak diberikan secara penuh (Oley,2020). Modusnya antara 

lain seperti mengurangi kualitas dan kuantitas produk bansos dan memotong dana bansos langsung tunai 

(Alfedo et al., 2022). Berdasarkan uraian ini disimpulkan bahwa permasalahan efek yang terjadi pawa 

warga peneria bansos meliputi: kecewa, marah, merasa tidak diperlakukan adil, krisis kepercayaan pada 

kinerja dan integritas pemerintah. 

Agar efek negatif tersebut tidak lagi menimpa warga penerima bansos, maka semua pejabat, individu, atau 

pihak yang terlibat dalam implementasi program bansos, baik di internal maupun di eksternal 

institusi/organisasi dan dari lintas institusi/level, begitu pula dari kalangan masyarakat bawah, harus 

bersama-sama menunjukkan etika, integritas sekaligus komitmen dalam menyukseskan program ini.  

Strategi Komunikasi dalam Penyaluran Bansos yang Efektif 

Uraian hasil penelitian di atas mengarah pada pemahaman bahwa setiap unsur komunikasi terkait 

penyaluran bansos harus memiliki kualifikasi/memenuhi sesuatu yang seharusnya. Hal ini diawali dengan 

memastikan bahwa unsur lingkungan harus menjadi perhatian pertama (Seiler & Beall, 2011) dan 

memastikan agar unsur ini sesuai dengan yang seharusnya (tidak bermasalah). Selanjutnya, memfokuskan 

perhatian pada unsur-unsur komunikasi lain.  

Penelitian terdahulu berkaitan dengan kritertia atau sesuatu yang hendaknya dipenuhi oleh unsur 

komunikasi yaitu kredibilitas bagi unsur komunikator (Hasmawati, 2020), unsur pesan dan unsur 

saluran/media komunikasinya sesuai kebutuhan/sasaran komunikan (Julianto & Agnanditiya, 2021). 

Media/saluran komunikasi juga berkesesuaian dengan konteks ini pesan (Harahap et al., 2021), memahami 

sasaran komunikan (Wijaya, 2015), dan efeknya untuk menghasilkan perubahan (Nurhadi & Kurniawan, 

2017).  

Proses komunikasi berjalan efektif jika semua unsur komunikasi memenuhi persyaratan tertentu (Nurhadi 

& Kurniawan 2017). Hal ini sejalana dengan Hardjana (2000), komunikasi efektif merupakan komunikasi 

yang memperhatikan unsur-unsur komunikasinya. Permasalahan pada satu unsur komunikasi berpotensi 

mengurangi efektivitas komunikasi. Semua ini sejalan pula dengan strategi komunikasi yang dikemukakan 

Midleton (Cangara, 2013) perihal pentingnya mempersiapkan sebaik mungkin unsur-unsur dalam 

komunikasi. Dengan demikian, strategi komunikasi dalam penyaluran bansos yang efektif, sesuai konteks 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Mempersiapkan Unsur Lingkungan 

Mewujudkan lingkungan bagi implementasi program penyaluran bansos yang positif dan kondusif 

menuntut pelibatan berbagai pihak/institusi di semua level dan lintas organisasi, baik secara internal 

maupun eksternal sesuai kewenangan masing-masing. Berdasarkan uraian di awal, unsur lingkungan yang 

dimaksud yaitu birokrasi, budaya kerja, dan atau manajemen yang berorientasi pada : 
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a) Transformasi digital dan prosedur, meliputi:  

1) Digitalisasi terintegrasi, yaitu menyederhanakan alur pendaftaran yang rumit menjadi sistem digital 

yang terpadu untuk menghilangkan kesan seleksi manual/tertutup. 

2) Sistem pendukung keputusan, yaitu menggunakan sistem otomatis untuk meminimalisir kesalahan 

input manusia (human error). 

3) Aplikasi pelacakan, yaitu pengembangan suatu sistem tertentu agar masyarakat bisa melacak status 

bantuan secara real-time. 

b) Akurasi dan sinkronisasi data, meliputi: 

1) Sinkronisasi real-time, yaitu menghubungkan DTKS dengan data kependudukan Disdukcapil untuk 

menghapus data ganda atau warga yang sudah meninggal. 

2) Pemutakhiran berkala, yaitu mewajibkan pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan secara 

rutin dengan dukungan anggaran yang memadai. 

c) Transparansi dan kontrol sosial, yaitu: 

1) Publikasi kriteria, yaitu membuka standar kelayakan penerima bansos agar masyarakat memahami 

siapa yang berhak menerima bantuan. 

2) Pelabelan rumah, yaitu pemasangan label pada rumah penerima sebagai bentuk kontrol sosial agar 

bantuan tepat sasaran (tidak diterima oleh warga mampu). 

3) Optimalisasi aduan, yaitu memperbaiki kanal komunikasi dan unit pengaduan Kemensos hingga ke 

wilayah pelosok (3T). 

d) Pengawasan dan penegakan hukum, meliputi: 

1) Sanksi tegas, yaitu mencoret penerima yang menyalahgunakan bantuan (misalnya untuk judi online) 

dan menindak tegas oknum birokrasi yang melakukan manipulasi/KKN. 

2) Independensi bansos, memisahkan penyaluran bansos dari kepentingan politik praktis untuk 

mencegah diskriminasi. 

3) Sinergi lintas sektor, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa 

dalam pengawasan distribusi. 

Unsur lingkungan di atas memungkinkan untuk diperbarui sesuai konteks yang berkembang demi 

mewujudkan lingkungan yang lebih positif, kondusif, produktif, dan atau lebih terkontrol. 

Mempersiapkan Unsur Komunikator  

Mempersiapkan unsur komunikator berkenaan dengan apa yang disebut sebagai kredibiitas dan kompetensi 

komunikator. Kredibilitas juga kompetensi hendaknya dipenuhi oleh unsur komunikator (Hasmawati, 

2020).  

Kredibilitas dan kompetensi berkenaan dengan integritas dan atau profesionalitas. Merujuk hasil analisis 

berdasarkan sebagian data dari Tabel 1 dan yang telah diuraikan pada poin pembahasan mengenai 

“p        h   p                                     y ”        ,         p     p    kredibilitas dan 

kompetensi komunikator pelayanan bansos di lapangan, setidaknya melalui pembekalan dalam hal; 

1. Prosedur dan data; pemahaman proses pendaftaran, penyediaan data yang akurat mengenai calon 

penerima bansos serta jadwal distribusinya. 

2. Saluran unformasi dan komunikasi; penguasaan saluran informasi resmi dan edukasi terkait kebijakan 

bansos kepada warga. 

3. Mitigasi masalah; penanganan warga yang tidak proaktif dan atau penyelesaian pelanggaran di 

lapangan. 

4. Koordinasi dan integritas; penguatan kerja sama antarpihak dan komitmen menjaga kejujuran dan 

kepatuhan hukum. 

5. Etika & integritas; kewaspadaan terhadap potensi praktik KKN dan cara menyikapinya dengan tepat. 

Siapakah yang membekali para komunikator di atas? Insitusi/lembaga, pihak-pihak, atau pimpinan di unit 

kerja dari masing-masing institusi, lembaga, atau organisasi yang berwenang atau bertanggung jawab di 

mana para komunikator tersebut bernaung. Seperti telah disampaikan sebelumnya, tidak setiap komunikator 

yang dimaksud harus dibekali dengan semua itu, melainkan menyesuaikan dengan tugas, kewenangan, atau 

peran saat berinteraksi dengan warga/calon/penerima bansos. Apalagi sesuai temuan, ada pula komunikator 

pelayanan bansos dari kalangan masyarakat umum dan atau tidak mewakili langsung dari institusi yang 

b  w     .        “       ”   p  b                         p       Purnia et al. 2019).  
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Mempersiapkan Unsur Pesan  

Unsur pesan harus dipersiapkan sesuai sasaran atau kebutuhan komunikan (Julianto & Agnanditiya, 2021), 

dalam hal ini warga atau calon penerima bansos. Sesuai konteks unsur komunikatornya di atas dan sasaran 

program, secara umum, pesan yang sekiranya perlu dipersiapkan dan disampaikan setidaknya meliputi;  

1. Prosedur dan data; pemahaman alur pendaftaran, data penerima yang akurat/terbaru, serta jadwal dan 

alur distribusi. 

2. Saluran komunikasi dan informasi; penguasaan saluran informasi resmi dan pengetahuan umum terkait 

bansos untuk warga. 

3. Mitigasi masalah; kemampuan menghadapi warga yang tidak proaktif, menangani pelanggaran di 

lapangan, serta mencegah praktik KKN di lapangan yang mungkin terjadi. 

4. Etika dan koordinasi; penguatan koordinasi antarpihak serta menjaga integritas dan kepatuhan terhadap 

hukum. 

Selain isi pesan, dalam menyampaikan pesannya pun hendaknya diperhatikan. Setidaknya terdapat empat 

aspek utama dalam penyampaian pesan yaitu; sosialisasi, edukasi, persuasi, keterbukaan informasi, dan 

kesesuaian waktunya. Pertama, sosialisasi yaitu memastikan warga yang berhak menerima bansos dapat 

mengetahuinya (Ali & Leonardi (2023). Kedua, edukasi yaitu agar masyarakat memiliki pemahaman yang 

baik (Wirmanda et al., 2019). Ketiga, persuasi berarti memengaruhi perubahan sikap dan perilaku penerima 

pesan agar selaras dengan tujuan program (Salsabila et al., 2024). Keempat, keterbukaan informasi 

merupakan prinsip dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan efektivitas seleksi penerima 

bansos dan distribusinya. Kelima, ketepatan waktu penyampaiannya juga harus menyertai pesan-pesan 

yang disampaikan karena menunjang keberhasilan dan keefektifan suatu program (Mustafa et al., 2020) 

termasuk bansos. Penjelasan ini menegaskan bahwa selain isi pesan, cara, prinsip dan atau 

kapan/bagaimana pesan disampaikan juga harus diperhatikan.  

Mempersiapkan Unsur Media/Saluran Informasi  

Mempersiapkan unsur ini harus sesuai kebutuhan/sasaran komunikan (Julianto & Agnanditiya, 

2021). Penyediaan saluran komunikasi hendaknya berkesesuaian dengan informasi yang disampaikan 

(Harahap et al., 2021). Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka media/saluran komunikasi dan 

atau akses informasi yang dapat dipersiapkan oleh institusi penanggung-jawab program bansos yaitu: 

1. Saluran digital dan berbasis teknologi. Optimalisasi saluran komunikasi melalui aplikasi khusus, media 

sosial, dan website resmi untuk menyajikan informasi bantuan sosial yang lengkap, dan penyediaan 

sistem layanan mandiri agar warga dapat melacak status penyaluran secara akurat. 

2. Saluran respon cepat (real-time). Digunakan untuk menangani usulan/sanggahan warga tanpa harus 

menunggu petugas lapangan. 

3. Saluran komunikasi personal dan cetak. Media komunikasi tatap muka dan personal sangat krusial 

untuk memperjelas informasi teknis di lapangan dari mulai smaprphone hingga catatan manual 

(penjelasan spontan dan tambahan). 

4. Manajemen dan literasi saluran. Penyediaan teknologi harus dibarengi dengan aspek manajerial yang 

kuat, yaitu peningkatan literasi media petugas lapangan dan pembentukan tim pengelola teknis khusus 

untuk menangani operasional aplikasi serta pembaruan informasi secara terpusat. 

Prinsip dari keberadaan media bertujuan mempermudah penyampaian informasi dan transparansi bagi 

penerima bansos untuk mendapatkan hak-haknya itu. Evaluasi perlu dilakukan terkait keberadaannya. 

Mempersiapkan Unsur Komunikan  

Masalah utama terkait komunikan penerima bansos mencakup isu salah sasaran (Humas, 2023; Joharsoyo, 

2024; Oley, 2020; Rachman, 2023; Sembiring et al., 2020), serta kurangnya sikap kooperatif dan 

pelanggaran aturan oleh calon penerima (Ruhyana & Ferdiansyah, 2020; Simorangkir, 2025). Selain itu, 

keterbatasan pengetahuan warga mengenai hak-hak mereka juga menjadi kendala signifikan (Anisti et al., 

2022).   

Pemahaman terhadap permasalahan komunikan seperti ini perlu dipahami (Wijaya, 2015) agar dalam 

proses komunikasi terkait penyaluran bansos bisa lebih efektif. Dengan demikian “   p     p   ” 

komunikan penerima bansos harus dilakukan dan berdasarkan konteks masalahnya itu, setidaknya dapat 

dilakukan dengan; memastikan keakuratan data calon penerima bansos sesuai jenis bansosya, memastikan 

mereka memahami hak dan kewajibannya, mendorong kerjasama secara aktif, menjunjung etika dan 

integritas, mempersiapkan data komunikan (calon penerima bansos) yang sudah dimutakhirkan, melakukan 

sosialisasi, edukasi, dan persuasi sesuai kebutuhan dan atau hak calon/penerima bansos (komunikan).  
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Mengupayakan Efek Positif 

Efek komunikasi mencakup: kognitif, afektif, dan konatif (Alvonco, 2014). Efek kognitif terkait 

pengetahuan/pemahaman penerima bansos mengenai hak-haknya. Efek afektif munculnya perasaan atau 

sikap tertentu pada diri calon/penerim bansos. Efek konatif seperti perilaku pada diri warga atau calon 

penerima bansos untuk bertindak proaktif dan patuh pada aturan. Adapun efek yang diharapkan terjadi pada 

diri komunikan penerima bansos; bertambahnya pengetahuan/wawasan/pemahaman, tumbuhnya sikap 

positif, proaktif dalam mengupayakan haknya, rasa aman, tenang, puas, bahagia, dan atau kepercayaan 

terhadap pemerintah. Bukan efek negatif seperti kecewa (Triyono & Kartika, 2022) bahkan marah karena 

hak-hak penerima bansos terampas dan atau tidak diberikan secara penuh (Oley, 2020). 

Guna mencegah munculnya efek negatif sekaligus mengupayakan terjadinya efek positif pada diri warga 

penerima bansos, diperlukan integritas dan komitmen penuh dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam 

implementasi program bansos. Koordinasi antarberbagai pihak, pengawasan, dan penegakan hukum juga 

menjadi bagian yang langsung atau tidak langsung sangat penting dalam mengupayakan efek positif pada 

warga penerima bansos sekaligus (Alfedo et al., 2022; Ariansyah et al., 2025; Betresia et al., 2021; Junanda 

et al., 2020; Kumalasari, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Republika, 2021; Salsabila et al., 2024; Septo, 

2025; Syahadat et al., 2024; Wahyuni, 2021). 

Hasil penelitian ini merekomendasikan model strategi komunikasi penyaluran bansos yang efektif merujuk 

kriteria, ketentuan, atau sesuai keharusan/harapan tertentu pada semua unsur komunikasi. Model 

merupakan sebuah struktur konseptual yang berfungsi memetakan penerapan teori ke dalam situasi spesifik 

(Liliweri 2011). Menurut Wiseman dan Barker (dalam Ardianto, 2007), terdapat tiga fungsi utama model 

komunikasi; menggambarkan jalannya proses komunikasi, menyajikan hubungan secara visual, dan 

menjadi alat mengidentifikasi sekaligus mengatasi potensi hambatan dalam berkomunikasi. Adapun model 

dari strategi komunikasi efektif terkait penyaluran bansos seperti tampak pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Model strategi komunikasi dalam penyaluran bansos yang efektif 

Gambar 2 menjelaskan bagaimana strategi komunikasi dalam penyaluran bansos yang efektif dapat 

diupayakan dengan terlebih dahulu mewujudkan unsur lingkungan yang berorientasi pada transformasi 

digital dan prosedur, akurasi dan sinkronisasi data, transparansi dan kontrol sosial, serta pengawasan dan 
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penegakan hukum, baik di internal organisasi maupun hubungannya dengan pihak-pihak dari eksternal 

organisasi yang terkait implementasi program bansos. Garis-garis yang menghubungkan unsur lingkungan 

dengan unsur-unsur komunikasi di bawahnya  menjelaskan bahwa unsur lingkungan, langsung atau tidak 

langsung, dapat mempengaruhi unsur-unsur tersebut; komunikatornya, pesannya, saluran/media yang 

digunakannya, komunikan sasaran penerima bansosnya, dan efeknya.  

Unsur lingkungan begitu berpengaruh pada unsur-unsur komunikasi lain. Pengaruh unsur lingkungan pada 

komunikator dapat mempengaruhi sikap dan atau perilaku mereka (Devito 2019). Kemudian, tanpa 

pemahaman terhadap konteks lingkungan, pesan pun berisiko kehilangan makna aslinya atau bahkan 

menimbulkan salah paham (Mulyana 2017). Lingkungan juga berperan dalam menentukan media/saluran 

komunikasi yang paling relevan (Littlejohn & Foss 2017). Reaksi atau efek yang muncul pada diri 

komunikan juga turut dipengaruhi oleh situasi atau keadaan yang menyertai (Devito 2018), dalam hal ini 

lingkungan terkait implementasi penyaluran dan atau program bansos.  

Garis-garis vertikal dan horisontal yang menghubungkan setiap unsur komunikasi dengan berbagai hal yang 

harus menjadi perhatiannya masing-masing, menunjukan suatu rangkaian dari model strategi komunikasi 

tersebut. Model strategi komunikasi ini mendeskpripsikan perihal segala sesuatu yang hendaknya 

diperhatikan pada setiap unsur komunikasi dalam mengupayakan komunikasi terkait penyaluran bansos 

yang efektif.  

Seperti halnya fungsi model komunikasi (Wiseman dan Barker dalam Ardianto (2007), model strategi 

komunikasi dalam penyaluran bansos ini pun diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai jalannya 

suatu proses komunikasi terkait implementasi program distribusi bansos yang efektif. Model ini menyajikan 

relasi secara visual berbagai konsep, dan diharapkan membantu mengidentfikasi potensi permasalahan 

dalam berkomunikasi.  

Model strategi komunikasi dalam penyaluran bansos yang kami sajikan masih bersifat umum. Model ini 

dapat diturunkan menjadi model strategi komunikasi pelayanan bansos yang spesifik sesuai jenis bansos. 

Spesifikasinya dimulai dengan memastikan unsur lingkungan yang seharusny (tidak bermasalah) dan 

menentukan siapa/dari institusi/lembaga apa komunikator pelayanannya, apa saja informasinya (pesan-

pesannya) dan bagaimana cara menyampaikannya, saluran komunikasi & akses informasi apa yang 

diperlukan, dan siapa saja (target komunikan) penerima bantuan yang berhak. Belum ada penelitian 

terdahulu yang merekomendasikan model strategi komunikasi seperti ini meskipun penelitian terkait 

strategi komunikasi, khususnya terkait program bansos sudah dilakukan (Jayus et al., 2022). Apalagi teori 

penelitian penelitian tersebut juga tidak tersampaikan secara tegas. Adapun hasil penelitian Damanik et al. 

(2022) dan Masannang et al. (2023), misalnya, masing-masing mengenai strategi komunikasi yang berfokus 

pada penggunaan media dan melalui penyuluhan/pertemuan kelompok. 

Optimalisasi penggunaan media, termasuk melalui digitalisasi, tidak cukup dalam mengupayakan strategi  

komunikasi penyaluran bansos yang efektif tanpa memperhatikan unsur-unsur komunikasi lainnya 

termasuk unsur lingkungan. Peristiwa komunikasi dalam penyaluran bansos, merupakan suatu proses dan 

sistem (Cangara, 2011) sehingga memperhatikan semua unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan, terutama ketika berbicara mengenai strategi komunikasi yang efektif (Hardjana, 2000), 

dalam hal ini terkait penyaluran program bansos. 

KESIMPULAN 

Permasalahan penyaluran bansos berakar dari birokrasi, data, dan sistem yang juga bermasalah 

karena mengabaikan prinsip-prinsip etika, integritas, efektivitas, transparansi, dan penegakan hukum. Akar 

permasalahan tersebut termasuk dalam unsur lingkungan yang langsung atau tidak langsung memicu 

masalah pada unsur-unsur komunikasi lainnya; komunikator, pesan, media, hingga efek pada masyarakat. 

Masing-masing solusinya melalui: digitalisasi prosedur, sinkronisasi data real-time, transparansi, dan 

penegakan hukum terhadap KKN; meningkatkan integritas, etika, dan pemahaman data pada petugas 

pelayanan di lapangan; informasi harus jelas, terbuka, persuasif, dan edukatif mengenai hak serta prosedur 

bantuan; integrasi kanal digital (aplikasi/medsos) dan personal untuk akses informasi dan pengaduan; 

mendorong masyarakat proaktif dan menindak tegas penyalahgunaan bantuan; senang, puas, dan atau 

bahagia serta tumbuhnya kepercayaan publik. 

Efektivitas strategi komunikasi terkait penyaluran bansos sangat bergantung pada kesiapan seluruh elemen 

komunikasi yang terintegrasi, transparan, dan bebas dari manipulasi. Model strategi komunikasi penyaluran 

bansos berfungsi memetakan teori ke situasi nyata, menggambarkan proses komunikasi secara visual, serta 

membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan di lapangan. 
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